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TENTANCG
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DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MALA ERA

BEPATE ASALEAM

wenimbang

@ bafwa 26 bunh Ranperda Rabupaten Asphan wlal deewgar BPRD Kabupoten Asabag
tanggal 10 Me; 2000 menjadi Peaturan Daerah yaket Keputusan Nomeor 09 / 8K ¢ BPRD /
2000 dan welah diretapkan menjicli Peraturan Dacrah ofch Bupati Asahan tanggal 10 Mei
KD,

Rahwa untus memberlakukan Peratumn Db tersebut harus diundangkan daipm Lembaran
Pracrab Kabupater Asaban,

Ir

Mt ng gt

L Undang-Unmdang Naomer 7 Tahun 1956 teinang Pembamuokan Daersh Quonen Kabupmen-
Kabupnien dalam Lmghkunpin Propins Sumateis Uoan iLembarma Nepard Tahun 1956

Momaoer 583,

2. Undang-Undang Nontor § Tghun 1981 weotnng Kitab Cndang-1 indang Hukwn Acara Prdana
{Lembaran Negarn " Fabun 1931 Nomwor 70, Tanbaban Lemburan Negara Nomor 3029),

3o Undeng-Undang MNomor 18 Tahun 1997 lentang Pajak Dagigh dan Reirbusi Daeruh

{Lembargn Negara Tabun 1997 Npmor A1, Vamhahan Lembaran Negara Nomor 3685)

b Undang-Undapy Nomer 22 Tahun 19%9 rentang Pesnerintiban Dagrah (Lembaran Negam
Republik Indonssi Tahun 1999 Nanior i)

».

5 Peraluran Pemenmiall Nomar 27 Tabun 1985 remiang Pelaksanaan Kitab Undapg-lindang
Flukum Acara idano



. y } _—
Peraturan Pemeriniah Nomer 20Tahan 1997 ll:.nfhng Retribusi Dacrah {Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

{eputusan Presiden Nomor 44 Tabun 1999 tentang Yehnik Penyusunan Peraturan
Perundang-Undang dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
flemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden | :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Dacrah
dan Peraturan Daerah Perubahan |,

Keputusan Menter: Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 ientang Prosedur Pengesahian
Peratucan Daerah tentang Pajak Dacraly dan Retrnibusi Daceah |

, Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 174 tabun 1997 tentang Pedoman Taln Cara

Pemungutan Retribusi Daerah ;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 175 Tahun 1997 tentang Tala Cara Pemeriksaan di

Bidang Retnibusi Daerah |

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.22-1000 tentang Pengesahan Peraturan Dacrah

Kabupaten dacrah Tingkat [l Asahan Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pemakaian Kekayaan
Dacrah | L

. Peraturnn Dacrah Kabupaten Tingkat [1 Asahun Momor 7 Tahun 1988 lentang Kelentuan

Penyidik atas Pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8 Seri
D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH TINGKAT Il ASAHAN .

BAR 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

C.

Daerah adalah Kabupaten Asahan
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupalen Asahan,

Kepala Dacrab Kabupaten adalah Bupati .
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Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daersgh Kabupaten Asahan.

Kas Daerah adelah Kas Daerah Kabupaten Asahan.

Bendaharawan Khusus Penerimaan vantuk sclanjutnya disingkat BPK adalah Bendaharawan
Khusus Penerimaan pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan

Pegawar Negen Sipil adalah Pegawan dilingkungan Pemerintah Dacrah .

Jasa Usaba adalah Jusa yang discdiakan oleh Pemerinta’y Daerali dengan menganut prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan olch sektor swasta,

Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dacrah Asahan
meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kenderaan/ alat-alat berat milik Daerah,

Tanah adalah 1anah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Asaban,

Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan scgala perlengkapan yang
disediakan didalamnya yang dikuasai Pemenntah Daerah .

Alat berat adalah mesin gilas yang dikuasai oleh Pemerimah Dacrah
Jalan adalah jalan Kebupaten yany dibiayai APBD Tingkat 11

Saluran odalah Utililas Instansi Pemerintabd Swasta yang  dipasang  scpanjang  yang
pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah .

Ruwmnah Dinas adalah Rumah Dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Atadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan dengan alat-alat perlengkapan halaman
dan sebagainya yang termasuk dilingkungan Stadion yang terletak di Kabupaten Asahan .

Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangtoan yany diberi nama Gedung Serba Guna
termasuk halamannya yang dikuasai Pemerintah Dacrah,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disivgkat SKRD adalab Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang,

Surat Seloran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran dan penyetoran Retribusj
yang terhutang ke Kas Daecrah atau tempat lain yang ditcltapkan oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB
adalah Keputusan yang menentukan besamya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit
Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi
dangan jumiah yang masih harus dibayar.

Surat Ketelapan Retribusi Dacrah Lebib Bayar untuk sclanjulnya disingkat SKRDLE adalah
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karcna
Jumtah kredit lebih besar dari Retribusi dan atau sanksi Administrasi .

Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjuh‘ya disingkat STRD adalah Surat untuk
melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.



BAD 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
Pagal 2
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atau Pemakaian
Kekayaan yang dimiliki, dikelola Daerah.
. ’ Pasal 3

Obyek Retribusi adalah getiap Pemakaian Kckayaan Dacrah .

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah: orang pcnbam atau Bndan yang memanfaatkan/ memakai Kckayaan
Daerah,

BAR I
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
RETRIBUSI KEKAYAAN DAERAN
Pasal 6
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah atau Pemakaian Fasilitas Tanah dan Bangunan, Ruang untuk pesta, pertemuan,,
pemakaian kendaraan/ alat-alat berat dan penggunaan jalan IKabupaten ,

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI
'asal 7
(1) Atos Pemakaian Kekayaon Daerah dikenakan Retribusi

(2) Besarnya: Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan atas masing-masing kekayaan
Daerah sebagai berikut ;

A. Pemakaian Tanah



I. Untuk pemasangan saluran telepon,

Saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyanggah sepanjang jalan,
sabe;nr Rp. 750, (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap tahun per hektometer.

Saluran diatas tanah dengan menggunakan pohon penyanggah sepanjang jalan
scbesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap tahun per hcktometer.

Saluran bawah 1anah scbesar Rp 1,500,- (seribu lima ratus rupiah) sctiap tahun
perhektometer untuk diameter 0,5-1 meter.

Saluran bawah tanah scbesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) setiap tahun per
heklometer untuk diameter @,5-1 meler,

2. Untuk pemasangan pipa saluran.

a.

h.

Saluran diatas atau urut scpanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang
melintang diatas atau dibawah jembatan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 2000,
(dua ribu rupiah) setiap tahun per hektometer untuk diameter 0,41 meter. :

Saluran diatas atau urut scpanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang
melintang diatas atau dibawah jembalan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 4000,-
(empat ribu rupiah) sctiap tahun per hektometer unluk diameter 0,5-1 meter.

Saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa saluran yang
melintang diatas dan dibawah jemlmtan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10.000.-
(sepuluh ribu rupiah) sctiap 1ahun per hektometer untuk diameter 0,5-1 meter.

Saluran yang menyilang dibawah jalan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 4000),-
(empat ribu rupiah) setiap tahun persilang untuk diameter 0-0,5 meter.

Saluran yang menyilang dibawah jalan dikenakan Retribusi scbesar Rp. 8.000,-
(delapan ribu rupiah) sctiap lahun persilang untuk diameter 0,5-1 meter.

Saluran yang menyilany dibawah julan dikenakan Reirbusi schesar Rp. 10.000,-
{sepuluh ribu rupiah) setiap tahun persilang untuk diameter | meter keatas,

Saluran dibawah tanah sepanjang jalan dikenakan Retribusi sebesar rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah) setiap tahun perhektometer untuk diameter 0-0,5 meter.

Saluran dibawah tanah sepanjang jalan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 8,000,
(delapan ribu rupiah) sctiap tahun per hektometer untuk diameter 0,5-1 meter.

Saluran dibawah tanah sepanjang jalan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) setinp tahun per hektometer untuk diameter | meter keatas,

3. Uniuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame schesar Rp. 1.000.- (seribu
rupiah) sctiap bulan per metersegi.

4. Untuk pemasangan kain reklame atau spanduk sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
sctiap bulan per' meter segi

5. Untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permancn lainnya dilokasi yang
telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah schesar Rp. 500, (lima ratus rupiah) setiap

bulan permelter segi.



6. Untuk terop cebasar Ryp. GOC,- (enam ralus rupiak) setiap lari per meter persegl, izin
diberikan paling lama 10 (seputoh) hari, perpajung paling lama 10 {(sepuluiy) hari.

=1

Uniuk Pemasangan Rell ban (Lori) ;

a. Uniuk setiap hekiomeler {100 m) terbentany plau baginnnya divker sepanjang
injan teiap diatas julon Kabupaten dan 1anah 1r.g* =i sebesar Rp. 2.500,- {dua ribu
hrra atus rupizh) .

b, Untuk senap hekiomster {100 m) isrbentang alen bagimn:.'a divkur sepanjang
jalan sementara dialas jalno Kabupaten dan tanah irigasi sebesar Rp. 2.500,- {dua
ribu hma retus rupiah}

¢. Urniuk ssiigp simpangan atau silangan seinentara diatas jatlan Kabupaten dan tanah
irigasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

d. Untuk setiap simpangar atau silangan semeniara diatas jalan Kabupaten dnn
Tanah idgesi sebesar Rp. 2.500 -(dua ribu lima ratus rupiah) .

8. P=makaian Rumah Dinay Pemda .
8, Rumah Dinas Pemda (Akosia)
b. Rumah Dinas RSU.
c. Rumah Dinas Kecamatan se Dati il Asaban
d. Rumah Dinas BP Mandoge
e. Rumah Dinas Lima Puluh
F. Runah Dinas Air Putili
Retribusinya ;
Pegnanen IE) % dari gaji pokok

Semi permancn 5 % dari paji pokok

B, Pemekaisn Kenderaar / slat-glat berat.

(1) Setiap penggunaan pemakaian alat-alat berat dipungut Reteribusi sebagai berikut :

a Terale Rp. 150.000,/ han
b. Buldoser Rp. 150.000,-/ hari
¢. Drogline Rp. 150.000,- / hari

Rp. 100.000,- / hari
Rp. 250,000,- / haris

d. Road Greder (perata jalan)

¢. Back Hoe
f. Tractor Rp- 100.000,- / hari
g. L oeder Sovel Rp. 80.000,-/ hari
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. Conerete Mixer {hcion molen) Rp. 50.000,.-/ hari

i, Road .:"ﬂlo}‘.cr{mﬁsin pilag) Rp. 100.000,- / hari
J- Stone Crose (mesin pemecanh baiv) _ Rp. 160.000,~ / hari
k. Dump Tk Rp. 80.000,- ¢ hari
t, Truk Rp. 75.000,-/ hari
1. Al compercssor Rp. 75.0600,- / hari
1. Asphal Brandar Bp. 60.000.-7 hari
o. Rember Tamning Rp. 50.000,- f hari
p. Genset {mesia listnk) Rp. 75.000,-/ hari -
q. Asphal Sprayer Rp. 50.000.- f hari
r. Tire Roler Rp. 150.000,- / bari
s, Whater takank tayota Rp. 60.000,- / hari

Reiribusi unluk mesin gilas jalan yaog berainya k’urang'dari 6 {enam) ion ditetapkan
sebesar Rp. 15000~ (lima belas ribu rupiah) setiap hari dari pukul 07.00 - 15.00
untuk kelobihan jam pemaekeian dikenakan tambahan Retribusi sehesar Rp, 10.000,-

(sepuluh riby rupiah) .

£. Pemakain / pengguriaan jalan Kabupaten

1.

Penggunaan jalan bagi kenderaan Pick Up dan sejenisnya sampai dengan 2.350 Kg
untuk ! {satu) kali sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

Penggunean jalan bagi kendersan Truck dan sejenisnya sampai dengan 7.500 Kg 1

(satu) kali jalum schesar Rp 2.500,« {¢lua ribu lima ratus rupiah) .

Periggunaan jalan bagi kendersan truck dan scjenisnys sampai dengan {4,000 Kg |
(satu) kali jalan sebesar Rp. 3.500,{tiga ribu lima ratus rupiah) .

Penggunasn jalan bagi kenderaan truck tronton, gandengan, irailer dan sejenisnya
sampaj dergan 23.000 Kg untuk | (satu) kali jolan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas

“ribu rupiah} .

Khusug untik angkutan peawmpang umum yang memzkai jalan dilvar trayek untuk |
(satu) kalj jalan sebesar Rp, 2.000,- (dua ribu rupizh) .

Hagi pengguna badan jatan untuk keramaian / pésta di kenakan biaya retribusi sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per hari

0. Penggunaan Gedung Seiba Guna Kirdsen dikengkan Reteibusi .

1.

Kegialan Olah Raga

-
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Khusss latiban-latinan ting Organisesi berada dibawah naungan KQNI perbulan 8
hati maksimum 3 jam 7 hari dikenakan tasif Rp, 7.500,-(tujub ribu lima ratus
rupizh) .

Pertardungan aizy latihag yang bersilat untuk pembirazn olah mga tanpa karcis
pemakeinn waksimurt € jam/ hari dikenakan tarif Rp. 37 510~ (tiga pulub tujub
ribw dima ratus sepulud fupiah) .

Perterdingan vang bersifat untuk pembinaan glay raga dengan penjualan karcis,
pemakatat magsinn 6 jam/ hard dikenakan arif p. 67.500,- feman puluh tujuh
riu dima ratus rupaah)

Perandingan lain diatur Point b dan ¢ dengan penjualan karcip pemakaian
maksimum 8 jam 4 hari dikenaken tanl Rp. 97.300,- { sembilan pulub tujuh ribu
line ratus rupiah)

Periunjukan yang dereoral hibaran wpum (dengen penjualan karcis)

Pertangakan yang berasal dan luar Daeab pemakaisn maksimum & jam / hari
dikenaran fanil Rp. 262300, -(dua raus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) .

Pertunjuban vang beiasal dard dalam Daereh pemakaian maksimum 8 jam/ har
dikenakan tarif Rp. 187.500,- (seratus delapan puluh tupoh ribu lima retus rupiah)

Keperluan-keperluan - yang  bersifal  umum,  resepsi,  perlemuan,  perprsahan,
rerkownan dan lam-lain pemekaian maksimun 8 jam/ hari dikenakan tanif Rp.
G700, fsgmbilan pulih tyuk ribu lima ratus tupiah),

Keperluan-keperivgn  wnluk goara keagamaan, wntuk pemakaisn maksinium 8 jam
Aari  dikenskar ant” Rp73.000,-

1. Pemakatan iapangan Stadion :

a, Penandingan antar Club skals basar Rp. 150.000,-
b. Pertandingan anta Club skala sedang Rp. 100.000,-
¢. Pertandingan anlar Club skala kecil Rp. 75.000,-

2. Untuk pertunjukand hikuran

a, Pertunjukan kemersinl berskala besar
i Pertunjuakan xomersial berskala sedang

¢. Perlunjukan komersial berskala keeil

Rp. 250.000,-
Rp. 150.000,-

Rp. 100.000,-

3. Keperluan pertemuan/rapat dikenakan i f sebesar Rp. 100.000,-

4. Keperiuan lain-lain dikenakan taril sebesar

Rp. 75.000.-



BAE Vi
TATA CARA PEMUNGUT&]’:«]
Pasal &
(1) Retribusi dipungutl menpgunakan SKRD

{2 Hasil pUmungLLan Reutribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayal (2) pada Peraturan
Dacrah ini disctor ke Kus Dacrah melalui DKP pada Kanter Dinas Pendapatan Kabupaten

Acahan

BALY VI
WILAY AL PEMUNGUTAN
Pfasal 9

Witayah pemuongutan Reiabust pemakaian kekavaan Dacrah adalah Wilayah Kabupaten Asahan.

BAR VI
SANKSL ADMINISTRAS]
Pasal 10

Dualam hal Waub Retribusi tertentu tidak dapat yembuyar tetap pada waktunya atau kurang
dibayar, dixenakan sankst Administrai berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sctiap bulan dari
Retribust yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat
Tagihun iRetribus) Daerah,

BAIL IX

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11

{1y Kepala Daerah Kabupaten menentukan anggal jatuh tempo pembayaran dan penycloran
Retribusi yang terhutang paling lama 30 {tiga puluh) hari setelah masa terhutang,

{2} SKRD, SKRDKB. SSRD, STRD, Kepulusan Pembelulan, Kepulusan keberatan, P_ulusaq
Banding yang menyebabkan jumlah Retribust yang harus dibayar bertambsh, harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lama | {satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Keputusan

lersebul diatas,

a. Kepala Ducrah Kabupaten alas  permohonan  Wajib Relribusi setelah memenuh
persyaratan vang ditentukan dapal memberikan perselujuan kepada Wajib Relribusi

dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setap bulan.

b. Tata cara pembayaran, lempal pembayaran, penundsan pembayaran Retribusi diatur
dengan Keputusan Kepala Dacrah .



BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12
(1) Retnbusi yang ierhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan
Pembetulan Keputusan Keberalan, dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar

oleh Wagib Retribusi pada waktunyn dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(21 Penagrhan Retribust dengan Sural Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku .

BAB Xl

TATA CARA PERHITUNG PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

"asal 13

(1 Wapb Retoibusi harus mengajukan permobonan secara terlulis kepada Kepala Dacrah
Kabupaten untuk perhitungan pengembalian kelebrhan pembavaran Retribusi,

(2} Avas dasar Permohonan schagaumana dumaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran
Retribust dapat langsung diperbutungkan terleboh dahulu dengan hutang Retribusi dan atau
sanksi Retribusi berupa bunga oleh Kepala Daerah,

(3} Atas permohonan scbhagaimana dimaksud ayal (2) yang berhak alas kelebihan pembayaran
tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 14

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhilungan
schagaimara dimaksud pasal 13, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 {dua) bulan scjak
diterimanya permohonan pengembaiian kelebihan SKRDLB

(2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebapaimana dimaksud pada ayat(1) dikembalikan pada
Wagib Retribusi paling lambat 2 {dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB |

{3) Pengembabian kelehihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 {dua) bulan
scjak diterbitkan SKRDLB, Kepala Dacrah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi

asal 13

(1} Penpembalian sehagiimana dimaksud dalan pasal 13 dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintal membayar kelebihan Retribusi |

{2) Alas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diterbitkan bukti pemindahan
bukuan yang berlaky juga sebagai bukti pembayaran,



BAR Xl
KADALLUARSA
Pasal 16
{1} Penagihan retribusi, kadaluarsa sectelah melampaui jangka waktu 3 (liga) tahun terhitung
sejak saat terhutangnya Retribusi kecuah apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana
ditndang Retribust
(2) Kadaluarsa penapihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal imi tertangguh apabila -
a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau

b. Ada pengakuan butang Retnibusi dan Wapb Rwiribusi abik langsung maupun tidak
lanpsung

BALR X1

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUST YANG KADALUARSA

Pasal 17

(1) Piutang Retnbusi yang dak mungkim ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudzh kadaluarsa dapat duhapus.

(2} Kepala Daerah mencfapkan keputusan penghapusan piuatang Retribusi Dacrah yang sudah
kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal im.

BAR XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal |8

Pelanggaran terhadap kctentuan-ketentuan dalam Peraturan Dacrah ini dapat diancmr_'.n Pidana
Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000, (lima juta

rupiah).

BAIL XV
PENYIDIKAN
Pasal 19
(1) Pecjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenwny

khusus scbagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan
Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana



{2) Wewenang Penyididkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

a,

b

Meneruma, mencarl, mengampalkan dan mencifli“kmamngan atau laporan berkenaan
dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar kelerangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas.

mMen=liti, mencari dan mengumpultkan keterangan mengenai ofsng pribadi atau Badan
tentang  kebenaran perbuatan yang  dilakukan sehuburgan dengan Tindak Pidaoa
Perpajakar Daecrah terscbus.

Mencuri kelerangan dan buhan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan
Tindak Pidane diindanp Perpajakan Daerah tersebut

Menerima buki-buku, catatn-catalan dan dokumen-dokumen lain berkensan dengan
Tindak Pidana dithidany Perpajakan Daerah

Melakukan pengaeeledahan unlus mendapatkan bahan buktt pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain serta mrelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindap Pidana
iibidang Perpajukan Daerah |

Menyuruh berbeny, melaany scscoiang meninggalkan ruangan atau tempat pada saol
pemeriksaan sedang berlangsung dan memcriksa identitas orang atau dokumen yang
dibawa scbagaimara dimaksud pada huruf "a”.

Memotret szseorang yang berkaitan denpan Tiadak Pidana Pempajakan Daerah,

Memanggil orang untuk didengar keteranpunnya can diperiksa sebagal tersangka alau
sikst .

Menghentikan penyidikan.

Meinkukan tindakan lain vang pertu untuk kelaacaran penyidikan Tindak Pidana
dibidang Perpajakan Dacrah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

(3) Penyidikan scbagaimana dimaksud pada ayat{ 1) memberitabukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penunlil Umum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XVI
KETENTUAN PENUTLUP

Pasal 20

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 20
Tahun 1998 teniang Retribusi Pemakaien Kekeyaan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat 11

Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 2i

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
‘diatur lebih lanjut olch Kepala Racrah . ]



Masal 22
Peraturan Dacr v melal bedhoke prda tanpeal G sadan g

Apar Setwp vrang dapel mengelahuinyg memeeintahkan pengundagan Peratumn Dacrah ini
dengan penempatannya dalan Lembaran Dacrah Kabupaten Asabnn,

{disahkan o Kisaran
Pada tanggal 10 Juni 1998

HIPATE ASATIAN

Capd din

RISUDDIN

Diencaspkan o Kisacan

Pada lnng%ﬁﬁci 20
i -

SeARISBARRA T KABUPATEN ASATIAN

ARALIAR 8

LEMBARAN DAERAN KABUPATEN ASAHAN TATIUN 2000 NOMOR 44
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